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Bekerja keras perlu, tetapi bekerja secara cerdasdalah satu keniscayaan
(dit. PPSP)

(Work hard is necessry, but work smarly is a setygss

*) Diktat Penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP)
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RINGKASAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian sbahgsa yaitu
dengan menggali sumber dana yang berasal dari dedgeri berupa pajak. Pajak
digunakan untuk membiayai pembangunan yang bercwag kepentingan
bersama. Pajak dipungut dari warga negara Indordemiamenjadi salah satu
kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Sebagaimana teruang pada undang-undang Repubbtkds@d Nomor 19
Tahun 1997, yang dimaksud tindakan penagihan adal@mgkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biayagdemn pajak, dengan
melakukan tindakan menegur, melaksanakan penagiblegtika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengausulkan pencegaheaiaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan melapekelangan.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pipdiak yang tidak
mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Semaga diuraikan di atas,
bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihaselgmgga kepada pihak-
pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebuatddipkukan penagihan
pajak dengan surat paksa.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik uknmenulis skripsi
dengan judul: PENAGIHAN HUTANG PAJAK ATAS PERUSAHAAN
YANG ASETNYA DIKUASAI OLEH BADAN PENYEHATAN
PERBANKAN NASIONAL (BPPN)”

Permasalahan yang akan dibahas adalah dapatkabrKeiayanan Pajak
melakukan penagihan terhadap perusahaan yang asdikyasai oleh Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kepada pihakakah Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) memungut pajak atas perusgfsemy asetnya dikuasai
oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guremenuhi
persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukuda pakultas Hukum
Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yagig mlicapai adalah untuk
mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tdrseb

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan neetpdndekatan
masalah secara yuridis normatif. Bahan hukum yhpergunakan adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisarbaligum menggunakan
metode deskriptif dan dalam mengambil kesimpulanmnggenakan metode
deduktif yang disesuaikan dengan fakta dilapangan.

Ternyata kantor pelayanan pajak dapat melakuakragiean dengan
berbagai macam proses dan cara-cara penagihan segaki dengan peraturan
perundang-undangan.
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebagai negakaunh yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar bh8dbjuan mewujudkan
tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dahtegjaaman, tenteram, dan
tertib serta menjamin kedudukan hukum yang samevieaga masyarakatnya.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunasioma yang
dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkislargarta merata di seluruh
tanah air memerlukan biaya besar yang harus digaltama dari kemampuan
sendiri, dalam rangka kemandirian tersebut , parasyarakat dalam pemenuhan
kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkangda mendorong kesadaran,
pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah rsumalnea pembiayaan
Negara dan pembangunan nasional serta merupakah safu kewajiban
kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat Wwejiiieran aktif dalam
melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian sbahgsa yaitu
dengan menggali sumber dana yang berasal dari dedgeri berupa pajak. Pajak
digunakan untuk membiayai pembangunan yang berchag kepentingan
bersama. Pajak dipungut dari warga negara Indordemiamenjadi salah satu
kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pipéiak yang tidak
mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Setega diuraikan di atas,
bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihaselyengga kepada pihak-
pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebuatddipkukan penagihan
pajak dengan surat paksa.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, perafridalam hal ini
aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegigiatayanan. Dalam
pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A AmandemedA Kadang-Undang
1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak menigakwa pajak dipungut

oleh pemerintah berdasarkan undang—-undang. Pagal A2Z8andemen Ke-4



